BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMCR : 14TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI KAPUAS

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006
Nomor 3, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan
Pembangunan serta Pembinaan kemasyarakatan dipandang pertu segera
melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;

. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan

Peraturan Bupati Kapuas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat If di Kalimantan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1953
Nomor 8) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 1820},

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1387 tentang Protokol (Lembaran Negara

Tahun Republik indonesia 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3363);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Cewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Namor 4310);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan i_embaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 4438);

9. Peraturan Pemerintahh Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);

10. Peraturan Pemerntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952});

11. Peraturan Pemerintalh Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeiolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan 0Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomaor 41, Tambahan Lemnbaran
Negara Nomor 40980);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahbun 2005 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4540);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Kapuas;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
BPRD Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR
2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten ‘Kapuas Nomor 2
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dan diundangkan datam Lembaran Daerah

Kabupaten Kapuas Nomor 3. T,

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas;
2. Kepala Baguan Umum Sekretaniat Daerah Kabupaten Kapuas;
3. Kepala Baggan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten_Kéﬁ—




Pasal 3

Mempersiapkan peraturan pelaksana yang diperdukan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Kapuas.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
tanggat 28 Agustus 2006

O

BURATI KAPUAS

FHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Agustus 2008

=y

ATAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR : 14



